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Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembiayaan pelaksanaan wajib
belgar pendidikan dasar di DK Jakarta, pemerintah dan pemerintah daerah wajib untuk menyelenggarakan
wajib belgar pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Melalui penelitian deskriptif-analitis dengan
pendekatan kualitatif di SDN Semanan 09 Pagi, maka dapat diketahui bahwa SDN Semanan 09 Pagi
memiliki kapasitas untuk mengeluarkan berbagai kebijakan yang mewajibkan para orang tua murid untuk
membayar berbagal macam iuran guna membiayal penyelenggaraan pendidikan di sekolah tersebut,
meskipun kebijakan sekolah tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai pembiayaan pelaksanaan wajib belgjar pendidikan dasar di DKI Jakarta. Karena SDN Semanan 09
Pagi merupakan suatu institusi pendidikan formal yang memiliki kemampuan untuk menciptakan aturan-
aturannya sendiri dan memaksakan agar aturan-aturan itu ditaati, maka SDN Semanan 09 Pagi dapat
dipandang sebagai suatu bidang sosial semi otonom. Pada tahun pelgjaran 1999/2000, Pemerintah Provins
DKI Jakarta mengeluarkan peraturan yang membebaskan biaya pendaftaran siswa baru kelas | yang
kemudian diikuti dengan pemberian dana bantuan biaya pendidikan bagi siswa SDN dalam rangka
membebaskan para siswa SDN dari iuran bulanan pada tahun pelgjaran 2003/2004. Sebagai bidang sosial
semi otonom, SDN Semanan 09 Pagi rentan terhadap peraturan Pemerintah Provinsi DK Jakarta tersebut.
K etika menerima dana bantuan biaya pendidikan bagi siswa SDN secara penuh pada tahun pelgaran
2003/2004, berbagai kebijakan SDN Semanan 09 Pagi yang mewajibkan para orang tua murid untuk
membayar berbagal macam iuran berinteraksi dengan peraturan tersebut sehingga menimbulkan kebijakan
baru yang membebaskan para orang tua murid dari berbagai macam iuran yang dulu wajib dibayarkan
kepada sekolah.
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